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"Pengelolaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian Perhubungan”

Dasar Hukum:

Cara Mengatasi:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015
Kementerian Perhubungan;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2020;

Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 9 Tahun 2015
tentang Penyampaian LHKASN di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

Surat Edaran (SE) Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Instansi Pemerintah;

tentang

Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN) Kementerian Perhubungan dilaksanakan tepat waktu

Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan:

SOP Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat
Jenderal

1. Laptop/Komputer

2. ATK
3. Printer

Peringatan:

Apabila pegawai yang merupakan Wajib Lapor tidak melaporkan
LHKASN, maka berpotensi terkena hukuman disiplin pegawai
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Dasar Hukum:

Cara Mengatasi:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015

Kementerian Perhubungan;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2020;

Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 9 Tahun 2015
tentang Penyampaian LHKASN di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

Surat Edaran (SE) Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Instansi Pemerintah;

tentang

Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN) Kementerian Perhubungan dilaksanakan tepat waktu

Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan:

SOP Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat
Jenderal

1. Laptop/Komputer

2. ATK
3. Printer

Peringatan:

Apabila pegawai yang merupakan Wajib Lapor tidak melaporkan
LHKASN, maka berpotensi terkena hukuman disiplin pegawai




Pelaksana Mutu Baku
No Urnian Desils Kagistan ka1 s | Kepala Analis /[ oo o | Waiib Lapor Keterangen
Inspektorat g 3 e Subbagian Pengelola LHKASN di Kelengkapan Waktu Output
Jenderal Teadiral Kepala Bagian | Organisasi dan Tata Kepegawai Kepegawi LHKASN ITJEN
1 Mengarahkan Sekretaris Inspektorat Jenderal Peraturan tentang| 15 menit |Arahan Inspektur
untuk  melakukan Pengelolaan  Pelaporan A } LHKASN Jenderal
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN) Kementerian Perhubungan
2 Mengarahkan Kepala Bagian Kepegawaian, Arahan Inspektur| 15 menit |Arahan Sekretaris
Organisasi  dan Tata  Laksana untuk Jenderal Inspektorat Jenderal
menginformasikan tentang kewajiban Pelaporan
LHKASN di lingkungan Kementerian
Perhubungan
3 Mengarahkan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Arahan Sckretaris| 15 menit |Arahan Kabag
untuk ginformasikan tang kewajib Inspektorat Jenderal Kepegawaian, Organisasi
Pelaporan LHKASN di lingkungan Kementerian dan Tata Laksana
Perhubungan
4 - Menyusun konsep Nota Dinas tentang Arahan Kabag| 3hari |[1. Konsep Nota Dinas|Surat Dinas kepada para
kewajiban Pelaporan LHKASN di lingkungan Kepegawaian, Organisasi| yang telah diparaf|pimpinan Unit Eselon 1 di
Inspektorat Jenderal dan Tata Laksana kasubbag Kepegawai. lingh ¢ hub
- Menyusun konsep Surat Dinas tentang 2.Konsep Surat Dinas
|kewajiban Pelaporan LHKASN di lingkungan | yang telah diparaf|
Kementerian Perhubungan _ Kasubbag Kepegawaian
5 dan paraf konsep nota dinas J 1. Konsep Nota Dinas| 30 menit |1. Konsep Nota Dinas
dan surat dinas tentang kewajiban Pelaporan yang telah diparaf| yang telah diparafl Kabag
LHKASN di ling} Ke ri kasubbag Kepegawaian; KOTA;
Perhubungan 2.Konsep Surat Dinas| 2.Konsep Surat Dinas|
yang telah diparaf| yang telah diparafl Kabag
Kasubbag Kepegawaian KOTA
6 dan d il p nota 1. Konsep Nota Dinas| 30 menit |1.Nota Dinas tentang|- P 1 dan p paian
dinas dan surat dinas tentang kewajiban yang telah diparal Kabag kewajiban Pelaporan|Nota Dinas dilaksanakan oleh

Perhubungan 5

Pelaporan LHKASN di lingkungan Kementerian|

KOTA;
2.Konsep Surat Dinas
yang telah diparafl Kabag
KOTA

LHKASN di ling}

lah Data Administrasi

Inspektorat Jenderal;
2.8urat Dinas tentang
kewajiban
LHKASN di lingkungan
Kementerian

Perhubungan

Pelaporan|-

Umum (PDAU) atau Pengelola
Tata Usaha;
Penyimpanan Arsip pada
central file Sekretariat Itjen
dilakukan oleh Pengelola Tata
Usaha/Arsiparis




Pelaksana Mutu Baku
. 4 Kepala Bagian 3 24
No Uraian Jenis Kegiatan R Sekretaris 3 Kepala Analis / Wajib Lapor Keterangan
pektur 2 Inspektur / Kepegawaian, % Verifikator 5
Rl E...uq—.“a__.n_.l.-..un_ Kepala Bag 0 fandi dan Tata :m:r-u-w.h.b ...vn:wuuo__- LHKASN _..m__u.”wu di Kelengkapan Waktu Output
Laksana o TR
|
T Menerima Nota Dinas dan memerintahkan Nota Dinas kewajiban| 30 menit |Arahan Inspektur/Kabag
seluruh Wajib Lapor di bawah unit kerjanya i - {Pelaporan LHKASN di
untuk melaporkan LHKASN |lingkungan Inspektorat
Jenderal
8  [Melaporkan LHKASN melalui Aplikasi Siharka Arahan Inspektur/Kabag | 2 Hari* |Bukti Lapor LHKASN - Batas waktu pengisian
melalui  aplikasi Siharka
tefe ] adalah 1 bulan  sejak
pemberitahuan nota dinas dan
surat dinas tentang kewajiban
pelaporan LHKASN di
.r..”nn—.h dan Kementerian
Perhubungan;
- *Waktu pengisian untuk 1
_ pegawii
!
9 - Melakukan verifikasi terhadap Laporan Laporan LHKASN masing] 3 Jam* [Daftar rekapitulasi hasil|- *Waktu verifikasi untuk 1
LHKASN yang masuk melalui aplikasi Siharka masing WL dalam verifikasi LHKASN  di|pegawai;
- Menyusun dafiar rekapitulasi hasil verifikasi aplikasi lingkungan Kemenhub |- Verifikator melakukan
LHKASN di lingkungan Kemenhub verifikasi  kepada  seluruh
laporan di lingkungan
Kemenhub;
- Verifikator LHKASN adalah
Kasubag Kepegawaian dan
Pengelola Kepegawaian
10 [Mendisposisi Kasubbag Kepegawaian untuk Daftar rekapitulasi hasil| 15 menit |Disposisi Kabag KOTA
menyusun Surat Dinas Laporan pelaksanaan verifikasi LHKASN di
LHKASN di lingkungan Kemenhub lingkungan Kemenhub
11 |- Melakukan pengecekan kepatuhan Pelaporan 1. Daftar rekapitulasil 1Jam |Konsep Surat  Dinas|Pengecekan kepatuhan
LHKASN di lingkungan Inspektorat Jenderal hasil verifikasi LHKASN Laporan pelal pelaporan dilak kan secara
« Menyusun konsep Surat Dinas Laporan di lingkungan Kemenhub LHKASN di lingkungan|berkala per 3 hari. Waktu
pelal LHKASN di lingkungan Kemenhub 2. Disposisi Kabag KOTA Kemenhub pengecek masing-masing|
|selama 1 jam.




Pelaksana Mutu Baku
. Ke; Bagian : v
P L T IS _w“"._n.ﬂ.ﬁ. o] / g “.E._uu . mz_”vowpu:v} _u_”_”_lw_“_-oh.- Verifikator M.MH}WM%M” Kelengkapan Waktu Output Ao
Jenderal endarel Kepala Bagian | Organisasi dan Tata Kioepavnd Kapoamed LHKASN ITJEN
Laksana
12 [Memeriksa dan memaraf konsep Surat Dinas Konsep Surat Dinas| 1Jam |Konsep Surat Dinas yang
Laporan pelaksanaan LHKASN di lingkungan Laporan pelaksanaan diparaf Kabag KOTA
Kemenhub LHKASN di lingkungan
Kemenhub
13 Memeriksa dan memaraf konsep Surat Dinas |Konsep Surat Dinas yang| 1Jam |Konsep Surat Dinas yang
Laporan pelaksanaan LHKASN di lingkungan — diparaf Kabag KOTA diparaf Sesitjen
Kemenhub _|u
14  [Memeriksa dan menandatangani konsep Surat Konsep Surat Dinas yang| 1Jam |Surat Dinas Laporan|- Surat Dinas disampaikan

Dinas Laporan pelaksanaan
lingkungan Kemenhub

LHKASN di

diparaf Sesitjen

pelaksanaan LHKASN di
lingkungan Kemenhub

kepada Menteri Perhubungan;

- Penomoran dan penyampaian
Surat Dinas dilaksanakan oleh
Pengelola Tata Usaha;

- Penyimpanan Arsip pada
central file Sekretariat [tjen
dilakukan oleh PDAU/Arsiparis




